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WALI KOTA BANJAR 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA BANJAR 

NOMOR 17 TAHUN 2019 

 

 

TENTANG 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG 

PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK TRANSFER 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BANJAR, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan 
ayat (7), Pasal 97 ayat (4), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa; 

b. bahwa pendapatan desa yang bersumber dari kelompok transfer 
telah diatur dengan Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2019 

tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok 
Transfer, tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan 
penyesuaian;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok 

Transfer; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4246); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321);  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 

2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5864); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6206); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan  Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib 
dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, 
Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha 

Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 296); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611);  

21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar 

(Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);  
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22. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 64 Tahun 2018 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata 
Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 

2018 Nomor 64); 

23. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok Transfer 
(Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 7); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG 
PENDAPATAN DESA YANG BERSUMBER DARI KELOMPOK 

TRANSFER. 

 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 
2019 Tentang Pendapatan Desa Yang Bersumber Dari Kelompok 

Transfer (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2019 Nomor 7) diubah 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

(1) Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dalam APBD Kota 
Banjar dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menangani 

urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan. 

(2) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas 
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, setelah APB Desa 

ditetapkan. 

(3) Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan 
fungsi penunjang keuangan menyalurkan Bagian Hasil Pajak 

dan Retribusi Daerah secara bertahap, dengan ketentuan 
sebagai berikut: 

a. tahap I sebesar-besarnya 40% (empat puluh per seratus), 
apabila pemerintah desa telah memenuhi target realisasi 

PBB Tahun Anggaran berjalan paling sedikit 25% (dua 
puluh lima per seratus);  

b. tahap II sebesar-besarnya 40% (empat puluh per 

seratus), apabila pemerintah desa telah memenuhi target 
realisasi PBB Tahun Anggaran berjalan paling sedikit 

60% (enam puluh per seratus); dan  

c. tahap III sebesar 20% (dua puluh per seratus) atau lebih 

dari sisa yang belum disalurkan, apabila pemerintah 
desa telah memenuhi target realisasi PBB Tahun 
Anggaran berjalan paling sedikit 80% (delapan puluh per 

seratus); 
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(4) Penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah 
Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bagian 

Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Wali Kota melalui 
Camat disertai dokumen persyaratan penyaluran. 

 

2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 6A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 6A 

Mekanisme penyaluran Bagian Hasil Pajak dan Retribusi 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), mulai 

berlaku sejak pengajuan penyaluran Bagian Hasil Pajak dan 
Retribusi Daerah Tahap II Tahun Anggaran 2019. 

 

3. Ketentuan Pasal 12 diubah,  sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

(1) ADD digunakan untuk : 

a. penyediaan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris 
desa dan perangkat desa lainnya; dan  

b. selebihnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa; pelaksanaan pembangunan Desa; 
pembinaan kemasyarakatan Desa; pemberdayaan 

masyarakat Desa; dan Penanggulangan Bencana, 
Keadaan Darurat dan mendesak Desa. 

(2) Besaran penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa dan 
perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, ditetapkan dengan ketentuansebagai berikut : 

a. besaran penghasilan tetap kepala Desa paling sedikit 
Rp.2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam 

ribu enam ratus empat puluh rupiah), setara 120% 
(seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai 

Negeri Sipil Golongan ruang II/a; 

b. besaran penghasilan tetap sekretaris Desa paling sedikit 

Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat 
ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% 
(seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai 

Negeri Sipil Golongan ruang II/a; dan 

c. Besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya 

paling sedikit Rp.2.022.200,- (dua juta dua puluh dua 
ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) 

dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang 
II/a; 

(3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan 

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota dengan 

mempetimbangkan kemampuan keuangan desa. 
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Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Banjar. 

 

Ditetapkan di Banjar 

pada tanggal 31 Mei 2019  

WALI KOTA BANJAR, 

 

ttd 

ADE UU SUKAESIH 

 

Diundangkan di Banjar 

pada tanggal   31 Mei 2019     

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR, 

 

  ttd                   

  ADE SETIANA 

 

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 17 

 


